BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pendapat hakim di
Pengadilan Agama Banjarmasin, Banjarbaru, dan Martapura terkait pengakuan anak
zina oleh ayah biologis didasarkan pada interpretasi mereka terhadap hukum Islam,
khususnya mengenai status anak dalam konteks hubungan tidak sah. Mayoritas hakim
di ketiga pengadilan tersebut sepakat bahwa dalam hukum Islam, pengakuan anak zina
oleh ayah biologis tidak mengubah status anak sebagai anak yang lahir dari hubungan
di luar nikah, sehingga tidak memperoleh hak waris dari ayah biologisnya. Namun,
meskipun demikian, hakim tetap mempertimbangkan perlindungan hak anak secara
sosial dan moral, dengan menekankan bahwa anak tetap berhak untuk mendapatkan
pemenuhan kebutuhan hidup dan pendidikan yang layak, serta perlakuan yang tidak
diskriminatif. Pendapat hakim juga menunjukkan adanya kecenderungan untuk
mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam penanganan perkara, meskipun hal ini
tidak mengubah status hukum anak dalam konteks waris. Dalam beberapa kasus, hakim
juga memberikan ruang bagi penerapan ketentuan-ketentuan hukum positif untuk
mengakomodasi hak-hak anak, seperti dalam hal pemenuhan nafkah atau hak
pengakuan sosial, yang dapat dilakukan dengan cara yang lebih fleksibel dan
berorientasi pada keadilan sosial bagi anak. Oleh karena itu, meskipun pengakuan anak
zina oleh ayah biologis tidak memiliki konsekuensi hukum yang langsung terkait
dengan status waris, perlindungan hak-hak anak tetap menjadi fokus utama dalam
putusan yang diambil oleh hakim di pengadilan-pengadilan tersebut.

landasan yuridis pendapat hakim mengenai pengakuan anak zina yang diakui
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oleh ayah biologisnya di Pengadilan Agama Banjarmasin, Banjarbaru, dan Martapura
berakar pada kombinasi antara hukum Islam, peraturan perundang-undangan yang
berlaku, serta prinsip-prinsip keadilan sosial. Dalam hukum Islam, anak yang lahir dari
hubungan di luar nikah, termasuk anak zina, pada umumnya tidak mendapatkan status
sebagai anak sah yang dapat mewarisi harta dari ayah biologisnya, kecuali ada
pengakuan yang sah dan memenuhi syarat tertentu. Namun, pengakuan tersebut tetap
mempertimbangkan ketentuan dalam al-Qur'an dan Hadis yang mengatur hak-hak anak
dan perlindungan terhadapnya. Di sisi lain, hakim juga merujuk pada ketentuan hukum
positif Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang
menekankan pentingnya perlindungan hak-hak anak tanpa memandang status kelahiran.
Selain itu, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VI11/2010,
memberikan penegasan bahwa setiap anak, termasuk anak zina, berhak mendapatkan
perlindungan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak. Oleh karena
itu, meskipun secara hukum pengakuan anak zina oleh ayah biologis tidak mengubah
status waris anak tersebut, hakim mempertimbangkan perlindungan hak anak sesuai
dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial, yang berfungsi untuk mengatur hak-
hak anak dalam kehidupan sosialnya, termasuk hak nafkah dan pengakuan secara
sosial. Dengan demikian, landasan yuridis pendapat hakim mencakup tidak hanya
norma agama, tetapi juga prinsip-prinsip hukum positif yang berfokus pada
perlindungan hak anak dan upaya menyeimbangkan antara norma agama dan

kebutuhan sosial masyarakat serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.
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B. Saran-saran

1. Perlunya Reformasi Hukum yang Inklusif dan Responsif terhadap Kebutuhan Anak
Zina
Pemerintah dan otoritas terkait, seperti Kementerian Agama dan Mahkamah
Agung, sebaiknya mempertimbangkan reformasi hukum yang lebih
memperhatikan kebutuhan dan hak-hak anak zina. Reformasi ini bisa berfokus
pada aspek perlindungan kesejahteraan anak tanpa harus mengesampingkan
prinsip-prinsip hukum Islam. Misalnya, dapat dipertimbangkan aturan Kkhusus
untuk pengakuan nafkah dan pendidikan bagi anak zina dari ayah biologisnya,
meskipun tanpa pengakuan sebagai anak sah secara penuh.

2. Pemberian Pedoman yang Jelas bagi Hakim dalam Kasus Anak Zina
Untuk mengurangi perbedaan pandangan dan interpretasi di kalangan hakim,
Mahkamah Agung dapat merumuskan pedoman atau fatwa yang lebih jelas
mengenai pengakuan anak zina. Pedoman ini diharapkan dapat memberikan
kepastian hukum yang lebih tinggi dalam kasus-kasus serupa, serta memberikan
panduan bagi hakim dalam menyeimbangkan antara perlindungan anak dan

kepatuhan pada norma agama dan sosial.
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